
GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NoMoR enur zozo

TENTANG
PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM

PENANGANANCORONA WRUS DrsEAsE (COVID-L,)
DI KABUPATEN KAMPAR, KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN SIAK.

KABUPATEN BENGI{ALIS DAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

GUBERNUR RIAU.

bahwa dalam upaya menekan penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-l9) perlu dilakukan pembatasan
kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah atau
Pembatasan Sosial Berskala Besar;

bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 2 1 Tahun
2O2O tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) juncto peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 9 Tahun 2O2O tentang pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2OIg
(COVID- 1 9), Pemerintah Daerah melaksanakan pembatasan
Sosial Berskala Besar setelah Menteri menetapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayahnya sesuai
ketentuan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
Repubiik Indonesia Nomor: HK.O1.O7/MtrNKES/308/2020
Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di
Wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai,
Provinsi Riau Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), perlu
ditindaklanjuti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus
Disease(COVID-19) di Kabupaten Kar.;ipar, Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota
Dumai;

b.

c.

d.

Admin
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4.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOI\,IAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANANCORoJVA yrRus DISTEASE (COvrD-lg) Dr
KABUPATEN KAMPAR, KABUPATEN PELALAWAN,
I{ABUPATEN SIAK, KABUPATEN BENGI{ALIS DAN KOTA
DUMAI.

Pasal 18 y?t (6) Undang_Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 194 S;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 195g tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Republik trrdone*la Nomor 19Tahun I7ST tentang pembentukan Daerah_daerahSwatantra Tingkat I Slmatera earaq- .laribi dan Riau(Lj?mbaran Negara hun t9S7 Nomor75) Sebagai Unda
Indonesia Tahun Negara RePublik

Negara Repubiik Indonesia Nomor 1646), 
Ouh"t Lembaran

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 19g4 tentang WabahPenyakit_ 
^Menular 

(Lembaran Negara n.prrbilt IndonesiaTahun 1984 Nomor ZO, Tambih"n t "*t"..n NegaraRepublik Indonesia Tahun 19g4 Nomor 3?;3j;-
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O14 +a^+^^_
Pemerintahan Daerah - (Lembaran N.g*; *#ftiIndonesia Tahun 2014 Nomor Z++, tambZian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SSSZ) 

".U"guimana telahdiubah beberapa kali 
_ 
terakhir dengan Un?ang_UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang peribahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 rpnlas^

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara d;;i#Indonesia Tahun 2015 Nomor SB, Tambihan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201g rahroh^
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran N"g..i -.;;ir;
Indonesia Tahun 2O1B Nomor 12g, Tambalan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2O tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2olg (COVID_
19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 6487);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2OIg
(COVID-19) (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 326);

Mengingat: i .

2.

o.

q

6.

7.



BAB I
KETENTUAN UMUM

BagianKesatu
pengertian

pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten pelalawan

Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.
4' Bupati/waiikota adalarr Bupati Kampar, Bupati peralawan, Bupati siak,Bupati Bengkalis dan WaliKota Dumai.
5' Gugus T\rgas percepatan penanganan corona virus Di.sease2o 19 (covlD_19) Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Gugus T\rgas p.ouinsi adalahtlm yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyal tugas mempercepatpenanggulangan corona virus Disease 2019 (covlD-i9)Leralui JLrgitasantar pemerintah, badan usaha, akademisi, inasyarakat, dan media.

(covrD_
Tugas

g dibentuk oteh Bupati/w 
^fit<orfl'ono7' Pembatasan sosiar Berskara Besar yang selanjutnya disingkat pSBB

adalah pembatasan atau penghentian sementara kegiatai tertentupenduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksl corona vtrusDisease 2Ol9 (COVID- 19) sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease ZO t O ICOVIO_t01.

B. Barang Kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup
orang banyak dengan skala pemenuhan kebututran ylng tinggi serta
menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

9. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam
menentukan kelancaran pembangunan nasional.

l0 Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di
Kabupaten Kampar, Kabupaten pelarawan, Kabupaten Siak, KJbupaten
Bengkalis dan Kota Dumai.

Peraturan Gubernur ini
dalam rangka percepatan
di Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pSBB
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID_19)



pasal B

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

g dan/atau barang
e (covrD_19);

b. penyebaran Corona

c' m-emperkuat upaya penanganan kesehatan akibat corona virus Drcease2019 (COVID-19); dan
d' menangani dampak sosiar dan ekonomi dari penyeba ran corona virusDisease 20 1 9 (COVID_ 1 9).

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi:
a. pelaksanaan pSBB;

b. kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama pSBB;
c hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seramapqRp.

d. sumber daya penanganan Corona Virus Disease2o 19 (COVID_19);
e. pemantauan, evaluasi dan peiaporan;
f. pendanaan;

g. penindakan; dan

h. sanksi.

BAB II
PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu
Umum

(i)

(2)

Pasal 5

Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corono
2019 (COVID-l9), diberlakukan pSBB di Kabupaten/Kota
oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pembatasan atau penghentian sementara aktivitas luar
dilakukan oleh setiap penduduk.

Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
a. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun

tangan berbasis alkohol, serta berperilaku hidup bersih
dan

b. menggunakan masker di 1uar rumah.

Virus Disease
yang disetujui

dalam bentuk
rumah yang

atau pencuci
sehat (PHBS);

(3)



(4) Pembatasan atau penghentian sementara aktivita rumah dalampelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a' pelaksanaan pembelajaran di sekorah dan f atau institusi pendidikan

lainnya;

b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
e. kegiatan sosial dan budaya;

f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
g. kegiatan ditempat hiburan dan wisata.
Gub-ernur/ Bupati /walikota membatasi atau menghentikan sementaraaktifitas diluar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai
kewenangan.

Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan pSBB
dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota.

Jangka waktu pemberlakuan pSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembatasan Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau

Institusi pendidikan

(s)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 6

selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara keeiatan
di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekorah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran
diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembeiajaran di
rumah/ tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak
jauh.

Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari
rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.

Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan
administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah
Provinsi/ Kabupaten/Kota selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut
oleh Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 7

( 1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara
selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat
(1), meliputi:

a. lembaga pendidikan tinggi, antara lain seperti: Universitas, Sekolah
Tinggi, Akademi, Institut dan Politeknik;



(2)

(3)

(1)

b. lembaga pelatihan, antara lain seperti: Kursus Komputer, KursusBahasa, Kursus Mgngegudl eimbingan Belajar, Kursus Menjahit,Kursus perhoteian, Balai Latihan Kerja"dan pelatihan Satpam;
c. iembaga penelitian, antara lain seperti: pertanian, Bahasa, danBudaya;dan

d' lembaga pembinaan, antara rain seperti: Lembaga pembinaan KhususAnak dan Lembaga pembinaan fhusus Narkoba.

Gugus T\rgas provinsi/ Kabrp.t.rr7r<ltfelatihan 
Relawan Kesehatan serta

sementara kegiatan di institusi
aksud pada ayat (i), kegiatan,
administrasi dilaksanakan secara

tentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

Dalam penghentian sementara kegiatan sebagaimana dima.:ksud dalamPlsa] 6 ayat (1) selama pemberlakuan pSBB, p.r.rggr.rg jawab satuansekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib: 
'

a. memastikan proses 
. 
pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya

hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
b. 1e]3{ykan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2Ot9(covlD-lg) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau in"ui.r"rpendidikan lainnya; dan
c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

ebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) di
sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya
pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala

a' membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana
sekolah;

b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; dan

c. menutup akses masuk bagi pihak_pihak yang tidak berkepentingan.

(2)

pembatasan 
"-,,??.T:il;j:ff di re mpat Kerja

Pasal 9

(1) selama pemberrakuan pSBB, dilakukan pembatasan sementara aktivitas
bekerja di tempat kerja/kantor.



(2)

(s)

Selama pembatasan se:
sebagairiana dr",il;T;;:T;.?tii: fi ,3.,::ffi_:1,ffr:,xi.l:i:[:i:,:;tempat kerja dengan aktivitas bekerja di iumahf tempat tinggal.
PjT1"an. tempat kerja/kantor yang melakukan pembatasan sementara

;:jil|* bekerja di tempat kerja slbagai-u"u ar*ur.."a p"a. .v.ilzr
a. menjaga. a€ar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usahatetap berjalan secara terbatas;
b. menjaga produktivitas lkinerja pekerja;
c. mengatur jam keda;
d. menjaga keamanan dan kebersihan lokasi

tempat kerja;

e. memberikan perlindungan kepada
Disease 20 19 (COVID_ 19) sesuai

dan iingkungan sekitar

pekerJa yang terpapar Corona Virus
ketentuan peraturan perundanq_

(4)

undangan;

f. menyediakan pos peperiksaan
karantina dan petugas kesehatan .kesehatan, ruang transit, ruang

di area perkantoran; dan
g. mempunyai akses langsung dengan petugas kesehatan.
T T-^,,^vy,^ra Virus Disease 2019 (COVID_l9) dilokasi
^-.^+ t. erja sebagaimana dimaksud pada
dyd.L [r la dengan cara :

a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana
ditempat kerj a;

b menerapkan protokor pencegahan penyebaran corona virus Disease2019 (COVID-19) bagi pegawai; dan
c. menutup akses masuk bagi pihak_pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 1O

Dike cualikan dari pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempatkerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1i bagi tem;at
kerja/ kantor dengan kategori:
a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah

berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
b. kegiatan pelaksanaan proyek Strategis Nasional (pSN);

c. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan
corona virus Disease 2019 (covlD-19) dan/atau dalam pemeriuhan
kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian
terkait dan/ atau Pemerintah provinsi/ pemerintah Kabupaten/ Kota;

d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
1. kesehatan;

2. bahan pangan/ makanan / minuman I

3. energi:

4. komunikasi dan teknologi informasi;

(1)



(2)

c. Keuangan;

6. logistik;

7. perhotelan;

8. konstruksi;

f. industri strategis;

10. perkebunan dan industri pendukungnya;
11. hutan tanaman industri dan industri pendukungnya;
12. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan

Sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
13. kebutuhan sehari_hari.

e. orqanisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerakpada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
Dalam hal melakukan pengecualian terhadap pembatasan sementaraaktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagalmana dimaksud pada
ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
b. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/ataukondisi yang dapat berakibat fatal 

-apatila 
terpapar Corona Virus

Diseqse 2019 (COVID-l9) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja
antara lain:

1. penderita tekanan darah tinggi;

2. pengidap penyakitjantung;

3. pengidap diabetes;

4. penderita penyakit paru-paru/pernafasan kronis lainnva:
5. penderita kanker;

6, ibu hamil dan menyusui; dan

7. usia lebih dari 55 (1ima puluh lima) tahun untuk pegawai Negeri
Sipil dan untuk pegawai Swasta berdasarkan kebijakan pimpinan
masing-masing.

c. penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
1 . memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan

higienis;

2. seluruh karyawan di area perkantoran agar menggunakan masker;
3. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan
kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;

4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna
meningkatkan imunitas pekerja;

5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan
perangkat bangunan tempat keda;



(3)

o.

7. mengharuskan cuci 
.tangan dengan sabun dan/atau pembersihtangan fttand sanitizer/ termasuk menyediakan ru"ilitr, 

"rr"itangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
8. menjaga jarak antar "::r-". karyawan (physical distancing) palingsedikit dalam rentang 1(satu) meier;
9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauanpencegahan Corona Virus Disease 2O1g lCOVfl_f O1 untukdisebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang

menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
a' aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementarapaiing sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
b. petugas medis dibantu satuan pengaman merakukan evakuasi

dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas
dan peralatan kerja; dan

c. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi danpenyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan
kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang perna_h melakukan
kontak lisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) telah selesai.

T adap kegiatan penyediaan
penanggungiawab restoran/rumah
kewaiiban untuk:
a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsu ng (take

awag), melalui pemesanan secara daring, d.an f atau dengan f.""itit""
telepon/layanan antar;

b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu)
meter antar peianggan;

c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan
penanganan pangan sesuai ketentuan;

makanan dan minuman,
makan/usaha sejenis memiliki

dalam proses

d. menyediakan aiat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit
makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan
siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;

e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan
makanan sesuai standar;

f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan,
khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung
dengan makanan;

g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan
pegawal;

h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu
tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas: dan
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1. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarungtangan, masker. kepala dan pakaian kerja -lesuai ' 
pedomankeselamatan dan kesehatan kerja.

(4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotei wajib:
a' menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isorasimanolrr:

b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel denganmemanfaatkan layanan kamar (room seruice);
c' meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hoter yangdapat menciptakan kerumunan orang daiam area hotei;
d, melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluranpernafasan yaitu suhu tubuh > 3g.C, demam, tatut<, pilek, diare dansakit tenggorokan untuk masuk hotel;
e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan danpakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatJn kerla, aan
f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih

tangan (hand sanitizer./ termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan
yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.

(5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan

membatasi aktivitas pekerja hanya berada dikawasan proyek; dan
b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:

1. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan
Corona Vints Disease 20 19 (COVID_ 19) di kawas"., proy.k;

2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di
dalam kawasan proyek;

3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari_hari
seluruh pekerja selama berada'di kawasan proyek;

4. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan
pakaian kerja sesuai pedoman keseiamatan dan kesehatan kerja;

5. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih
tangan (hand sanitiz,er/ termasuk menyediakan fasiiitas cucr
tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;

6. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki
suhu tubuh > 38'C untuk berada di dalam lokasi kerja;

7. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik
pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID_l9) dalam setiap
kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari
alau safetg moming talk; dan

8. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekeria selama
berada di kawasan provek.



t1,

(6)

(7)

Tempat kerjalkantor yang diperbolehkan dan trdak diperbolehkanmelakukan aktivitas, sebagaimana tercantum dalam Lamiirr' i--a".,merupakan bagian J.'ang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
ta dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang
dan tidak diperbolehka., .o"Lkrrkun- aktivitls uet<eria'aa'
engaturan teknis sesuai ketentuan peraturan p"*.rd.rrg_

pembatasan".*ri1u"'il"f*""#J.lldiRumalhlbadah

Pasal 11

selama pemberlakuan pS.BB,_dilakukan penghentian sementara kegiatankeagamaan di rumah ibadah d,anlatru di temipat tertentu.
sementara i rumah ibadah
tertentu se

dilakukan di Pada ayat (1),

D. ikecualikan dari penghentian sementara untuk rumah ibadah danf atauditempat 
_ tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelahberkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia/Lembaga Keagamaan

setempat.

Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan
keagamaan secara virtual.
Selama p keagamaan di rumah ibadahdan/atau a dimaksud pada ayat (1),kegiatan t adzan, lonceng, dan/aiau
penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

(1) Selama pemberlakuan pSBB, pengurus/penanggung jawab rumah ibadah
dan/ atau ditempat tertentu wajib:
a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing

untuk tetap melakukan kegiataan keagamaan di rumah;
b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2OI9

(COVID-19) di rumah ibadah masing_masing; dan
c. menjaga keamanan rumah ibadah masing_masing.

(2) Upaya pencegahan penyebaran corona virus Disease 2019 (coviD-19) di
rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
secara berkala dengan cara:

a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana
rumah ibadah;

b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran corona virus Disease
2019 (COVID-19) bagi pengurus/penanggung jawab rumah ibadah;
dan

c. menutup akses masuk bagi pihak_pihak yang tidak berkepentingan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)
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Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

(1)

(2)

(3)

Pasal 13

Selama pemberlakuan pSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan
dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas '.r-rrL.
Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menurup sementara tempat
atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk 

".i"m" pemberiakuan
PSBB.

Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari_hari; dan
b, melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Pasal 14

(1) Pemenuhan kebutuhan pokok d.anlatau kebutuhan sehari-hari
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi
kegiatan:

a. penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
1. bahan pangan/ makanan/ minuman;
2. energi;

3. komunikasi dan teknologi informasi;

4. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
5. Iogistik.

b. penyediaan barang retail di:
1 -^^^- -^l*-^!.r. Pi1tti1l I drryal,

2. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hgpermarket, dan
toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di
pusat perbelanjaan; atau

3. toko/warung kelontong.

c. jasa binatu (laundry).

(2) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan
pembatasan kegiatan sebagai berikut:

a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak
jauh dengan fasilitas layanan antar;

b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli
konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;

c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;

d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan
konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan
yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
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e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
f' menerapkan pembatasan jarak (phgsical distancing)antar penjual dansesama konsumen yang datang ki pasar/toko p-uii.rg ."iit i,ia"A-rentang 1 (satu) meter;
g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker danpakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehata' f..f u; ar.,
h. melaksanakan

pembersih'""rl,i'iiXXo::::,;:iT^j:?-T.";3H?""0?lJ,XE:
cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dankaryawan.

(3) yang wajib ditutup sementara dan yang
antum dalam Lampiran II dan merupakan
dari peraturan Gubernur ini.

(4) Bupati/walikota dapat menambahkan kategori tempat atau fas'itasumum yang ditutup sementara dan dipeibolehkan b..op..."i d".,menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan.

(1)

(2)

Pasal 15

Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasar 13ayat (3) h_uruf b, dapat dilakuk.. 
"...i. terbatas oleh penduduk di luarrumah selama pemberlakuan pSBB.

Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
b' dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tempat tinggar.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

Selama pemberlakuan pSBB, dilakukan penghentian sementara atas
kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
Kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan denganperkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau oring
banyak, antara lain:

a. politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenrs;
b. event atau pertandingan olahraga ditempat umum dan terbuka;
c. tempat hiburan/pertunjukan, termasuk bioskop, warnet, bilyard,panti pijat, konser musik, pawai, karnaval, konslr/ pentas' seni- dan

kegiatan sejenis;

d. kegiatan budaya meliputi pertemuan sosial, pekanraya, festival, bazar,
pameran, pasar malam, resepsi, arisan, nongkrong/ berkumpul dan
kegiatan sejenis; dan

e. pemberian sumbangan dengan mengumpulkan massa.

(1)

(2)
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Pasal 17

t1) Dikecualika' dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
a. khitan;

b. pemikahan;

(2)

d.

pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

pemulasaran dan pemakaman atau takziah kematian karena Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;

b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan jumlah maksimal ro (sepuluh
orang);

c. menggunakan masker;

d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling

sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. dilakukan di Kantor Urusan Agama dan/atau Kantor Catatan Sipil;
b. dihadiri oleh kalangan terbatas, dengan jumlah maksimal lO (sepuluh

orang).

c. menggunakan masker;

d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian;
dan

e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (phgsical distancing) paling
sedikit dalam rentang I (satu) meter.

Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang
bukan karena Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-I9) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, diiaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan di pemakaman umum dan/atau rumah duka;

b. dihadiri oleh kalangan terbatas, dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh
orang).

c. menggunakan masker; dan

d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (phgsical distancing) paling
sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Pelaksanaan kegiatan pemulasaran dan pemakaman atau takziah
kematian karena Corona Virus Disease 20 19 (COVID- 19) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:

(3)

(4)

(s)
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a' Penangan an jenazah diserenggarakan oleh Rumah Sakit tempat paslenmeninggal berdasarkan Standar operasional prosedur yang sudahdibuat oleh pemerintah.

b' Transportasi jenazah menggunakan ambulance yang disediakan orehRumah Sakit.

c. Tempat pemakaman disiapkan oleh pemenntah.

O. 
lr?::".p"n^guburan dilaksanakan oleh Trm petugas Kesehatan Rumah.iaKiL dan satsas.

e. S_etiap Rumai r"Un yang menjadi tempat penanganan pasien CoronaVirus Disease 2OIg (COVID_19| wajib membentuk timpenyelenggaraan jenazah yang ditetapkan dengan Keputusan oiret<tur
Rumah Sakit tersebut.

(5) Bupati/Walikota dapat menamba
dikecualikan dari penghentian
sebagaimana dimaksud pada avat
sesuai ketentuan peratuia. o.irr.,

Bagian Ketujuh
Pembatasan penggunaan Moda Transportasi

Untuk pergerakan Orang dan Barang

Pasal 18

Selama pemberlakuan pSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau
barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
a. pemenuhan kebutuhan pokok;

b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan pSBB; dan
c. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis moda transportasi:
a. kendaraan bermotor pribadi;

b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum: dan
c. angkutan sungai dan laut.
Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua ienis moda
transportasr.

Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk
mengikuti ketentuan sebagai berikut:

t1)

(2)

(3)

(4)

a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan
aktivitas lain yang diperbolehkan selama pSBB;

melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai

menggunakan masker di dalam kendaraant

pokok dan/atau

digunakan;b.

c.

d. membatasi jumlah orang maksimal SOok (lima puluh persen) dari
kapasitas kendaraan, dengan pengaturan sebagai berikut:
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(s)

f) Mobil dengan 2 baris bangku, hanya boleh mengangkut 3 orang
dengan posisi 1 orang pengemudi dan 2 orang penumpang dibaris
beiakang.

2) Mobil dengan 3 baris bangku, hanya boleh mengangkut 4 orang
dengan posisi 1 orang pengemudi dan 2 orang penumpang dibarrs
tengah serta 1 orang penumpang di baris belakang

e. tidak berkendara jika sedang mengarami suhu tubuh > 3g"c atau
sakit.

Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan
sebagai berikut:

a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau
aktivitas lain yang diperbolehkan selama pSBB;

b. tidak berboncengan kecuali dengan anggota keluarga dengan aramat
yang sama;

c. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai
digunakan;

d. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
e, tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh > 3g.C atau

sakit.

Angkutal roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya
untuk pengangkutan barang.

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan moda
tranportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai
berikut:

a. membatasi jumlah orang maksimal 5Oo/o (lima puluh persen) dari
kapasitas angkutan;

b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari pemerintah
Daerah setempat;

c. meiakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang
digunakan;

d. menggunakan masker;

e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan
penumpang yang memasuki moda transportasi;

f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang
mengaiami suhu tubuh > 38'C atau sakit;

g. menjaga jarak antar penumpang {physical distancing) paling sedikit
dalam rentang 1 (satu) meter; dan

h, kendaraan yang memasuki kota harus melalui pemeriksaan ctack
point yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.

Daiam hai tertentu untuk tujuan melayani kepentingan pribadi, sepeda
motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penumpang dan pengendara mempunyai alamat yang sama

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/identitas resmi lainnya;
b. aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;

(6)

(71

(8)
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c' melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapannya sebelum dansetelah selesai digunakan;
d. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh > 3B"C atausakit.

(9) Angkutan sungai, dan laut dapat mengangkut penumpang denganketentuan:

a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (limapuluh persen) dari jumlah kapasitas u"gt rri p"rrrri.p.rrg; 
- - - '

b. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (physicaldistancing) pating sedikit t (sa1u) me-tei;
c. menggunakan masker;

d. T::.:lTja waktu operasional petabuhan yang disesuaikan dengan
Jaowat operasl kapal; dan

e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas kapal danpenumpang yang memasuki kapal.
(10) Bandara, Pelabuhan, Terminal atau tempat sejenis rainnya beroperasidengan ketentuan sebagai berikut:

a' menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (physicai
distancing) paling sedikit 1 (satu) metei;

b. mewajibkan penggunakan masker;
c. menerapkan waktu operasional Bandara, pelabuhan, Terminal atau

tempat sejenis lainnnya;

d' melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh awak kabin dan
penumpang yang memasuki pesawat; dan

e. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) bagi petugas dan penumpang.

(1i) Bupati/WaliKota dapat menambahkan moda transportasi yang
dikecualikan dari penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pembatasan Kegiatan Ditempat Hiburan Dan Vlisata

(1)

Pasal L9

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan
di tempat hiburan seperti: diskotik, bar, karoke, cafe, warnet, dan ienis
hiburan lainnya.

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan
ditempat wisata seperti: wisata alam, wisata buatan, dan jenis wisata
lainnya.

(2)
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KEGTATAN TERTENTU 
'ANG 

TB#Baltr"o*.o*o*N 
'ELAMA 

psBB

pasal 20

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama pSBB meiiputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b' kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan;

c. aktivitas Gugus T1rgas provinsi dan Kabupat enf Kota.

HAK DAN KE*AJIBAN 
".HX,T.,.NUHAN 

KEBUTUHAN
DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 21

(1) selama pemberiakuan pSBB, setiap penduduk mempunyai hak yang
sama untuk:

a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari pemerintah, pemerintah
Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;

b' mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
c. memperoleh data dan informasi publik seputar corona virus Dseose

2019 (COVTD_19);

d' kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar corona
Virus Disease 2019 (COVID_19); dan

e. pelayanan pemulasaran dan pemakarrran jenazdn Corona Vtrus
Diseose 2019 (covlD-l9) dan/atau terduga corona virus Disease
2019 (COVTD_19).

(2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (r) sesuar
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Selama pemberlakuan pSBB, setiap penduduk wajib:
a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan pSBB;

b. ikut serta dalam pelaksanaan pSBB;

c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (pHBS); dan
d. menggunakan masker

(2) Dalam hal penanganan corona virus Disease 20 19 (covlD- 19), setrap
penduduk yang termasuk dalam kategori Orang Dalam pemantauan
(oDP) wajib:
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a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota meialui puske
mendata Orang Dalam pemantauan (ODp) sesuai4 Kementerian Kesehatan dan Surat'Kepala Dinadi wilayah kerjanya, 

. 
s;faljutnVa dilaporkan ke Dinas KesehatanProvinsi sebelum pukut t+.OO Wit.

b. Orang Dalam pe

masin g oi,,," r<lffi r,{:r?J:li^:?; il H'3'_*, T:,afi Hi;untuk melakukan isolasi mandiri atau karantina rumah.
(3) Dalam ha1 penanganan corona virus Diseas_e 2019 (covlD-19), setrappenduduk yang termasuk daram i.ut.go.i pasien Dalam pengawasan

(PDP) wajib:

a. memeriksakan kesehatan ke Rumah Sakit Rujuka n Corona VirusDisease 2019 (coviD-19) sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau.
b. Jika 

_. 
dokter penanggungiawab paru di Rumah Sakit sudahmendiagnosa pasien Daram pengawasan (pDp) maka ut.r, Jlnr.rrt u'ar Operasional prosedur (SOp)

i:,,*'":tT;ffi:?J:l1i'JiiJi
Achmad provinsi Riau. 

Rumah sakit umum Daerah Arifin

c. Rumah Sakit Rujukan Coro
tersebut, wajib melaporkan pasi
Kesehatan Kabupaten/Kota di
Dinas Kesehatan provinsi setiao

Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud
ketentuan peraturan perundang-urid.rrg"rr.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kebutuhan Dasar penduduk Selama pSBB

Pasal 20

Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan
Bantuan T\rnai dan/atau Bantuan pangan Non T\_rnai kepada masyarakatyang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokokrry. selama
pelaksanaan PSBB.

Bantuan Tunai dan/atau Bantuan pangan Non Tunai sebagaimana
dimaksud. pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok d"an/ ataubantuan langsung lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosiai atauPerangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk berdasarkan
mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penetapan penerima Bantuan Tunai dan/atau Bantuan pangan Non
T\,nai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)
pada ayat (1) sesuai

(1)

(21

(3)
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(1)

(2)

pasal24

Pemerintah provinsi dan 
-pemerintah Kabupaten / Kota d,apatmemberikaninsentif kepada pelaku Usaha yang t..d;;;;;p.laksanaan pSBB.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a Penghapusan/pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku'usaha;

b. pemberian bantuan, sosial kepada karyawan yang terdampak ataspelaksanaan pSBB; dan/atau
c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peiaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilaksanakan sesuai ketentuan pera'turan perundang_undangan danmempertimbangkan kemampuan Daerah

suMBER DAvA rENANGANAN:t?J" vrRus DrsEAsE (covrD-rs)

Pasal 25

Dalam rangka melaksanakan penanganan danVirus Disease 2OI9 (COVID_l9) -di 
Daerah

Kabupaten/Kota menJrusun basis data dan
penyediaan dan penyaluran sumber daya.

(2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi daram rangka penyediaan danpenyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud paaa-ayai 1rj ait"trpr."r,oleh Bupati/Walikota.

Pasal 26

Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat melakukan kerja sama dalampelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dlngan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Kerja 
_ 
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

bentuk:

a, dukungan sumber daya manusia;
b. sarana dan prasarana;

c. data dan informasi;

d. bantuan pembiayaan; dan
e. jasa dan/atau dukungan 1ain.

Pemerintah Kabupaten/Kota mengedukasi masyarakat terkait
pelaksanaan PSBB antara lain dengan memasang spanduk/baliho
tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran pSBB, pemasangan stiker
dukungan di toko-toko/ perkantoran.

(3)

(1)
penanggulan gan Corona

Provinsi, pemerintah
informasi kebutuhan

(1)

(2)

(3)
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(1)

(2',t

(3)

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal2Z

Pemantauan
rangka menil PSBB dilakukan dalam

penularan Co dalam memutus rantai

Pemantauan dan evalua
oieh cugu. Tugr.** kukan
pemeriksa-an t e l"p?nga atau

Peniiaian keberhasilan peraksanaan psBB sebagaimana dimaksud padaayat (1) didasarkan pada kriteria:
a. peiaksanaan pSBB sesuai dengan peraturan Gubernur;
b. jumlah kasus; dan

c. sebaran kasus.

Pasal 28

Dalam Pelaksanaan PSBB, pemerintah Kabupaten/ Kota, Camat,Lurah/Kepala Desa, RW, RT dan Masyarakat turul berpartislpasi anifmelakukan pemantauan pelaksanaan pSBB.

Pemantauan pelaksanaan pSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilaporkan melalui kagrl genalgurrirr p..rguduan masyar"t 
"i y*gdimiliki oleh Pemerintah provinsi dan pemeiintlh XabupatenTXota.

Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai ;.;g;
kewenangan dan tanggung jawab.

(1)

(2)

(3)

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbui dalam peraksanaan pSBB dalam penan ganan coronavirus Disease 2019 (covlD-19) di Kabupaten/Kota dibebankan pld" A.rgg.ru',
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Fendapatan dan Belanja 6a.rah
Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
Sumber lain yang sah dan tidak meneikat.

BAB VIII
PENINDAKAN

Pasal 3O

Penindakan bagi masyarakat yang mela;rggar ketentuan dalam
Gubernur ini dilakukan oleh Tim sebagaimaia dimaksud didalam
Gubernur/Bupati/Walikota tentang pembentukan Gugus T\rgas
Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID_l9). -

Peraturan
Keputusan
Percepatan



(1)

(2)

BAB IX
SANKSI

Pasal 31

Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten/ Kota menerapkan
sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau penanggungjawab
kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat
(1), Pasal 10 ayat (2\ , ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 12 ayat (t),
Pasal 13 ayaL (2\, dan Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4),
dar ayat (5).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran
dan/ atau pemulihan; dan/ atau

d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran
ketentuan Pasal 18ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (71 dikenakan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

Pasal 33

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) dan Pasal 32, Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PDI{UTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlakrr, Peraturan Gubernur Nomor
22 Tatrr:n 2O2O tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Corona Virus Disease(COWD- 19) di Provinsi Riau (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*91. :.!*q orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturanGubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Riau.

Ditetapkan di pekanbaru

Diundangkan di pekanbaru
pada ranggal

sexnurerus PROVINSI RIAU,

NA JAYA

BERITA DAEM OVINSI RIAU TAHUN 2O2O NOMOR :

SYAMsUA
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LAMPIRAN : I
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : AHUN 2O2o
TENTANG : EDoMAN PEMBATASAN

SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN coRoI\IA

BENGKALIS DAN KOTA DUMAI.

TEMPAT KERJA/KANTOR YANG DIPERBOLEHKAN DAN
TIDAK DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN AKTIVITAS

1. *-1>:., kerja/kantor yang diperbolehkan melakukan aktivitas adalah:a. 1r\1 oan Polrl.
b' Insansi pemerintah pusat di daerah dan Kantor pemerintah provinsi

Riau dengan pengatural dari masing_masing instansi terkait yaitu:
1) Pemerintah provinsi Riau:
2) Perwakilan BpK:
3) Perwakilan BpKp;
a) BPS;
5) Kanwil Kementerian Agama;
6) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
7) Kanwil Ditjen pajak;
8) Kanwil Ditjen perbendaharaan;
9) Kanwil Ditjen Kekayaan Negara
10) Kanwil BpN;
11) KPU
12) Bawaslu
13)BINDA;
14) Pengadilan;
15) Kejaksaan;
16) Imigrasi;
17) Dan lain-lain.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota
Bupati/Walikota;

yang ditetapkan dengan Keputusan

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan dan
Perbankan;
BUMN/BUMD;
Utilitas publik termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan,
pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas brimi,listrik, air dan sanitasi, yaitu:
1) Bulog;
2)LPG;
3)PLN;
4)PLTU;
5) PDAM;
6) PT. Telkom;
7) Bandar Udara;

d.

c.
f.
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c.
h.
1.

J.
1-

1.

m.

8) Pelabuhan Laut dan Sungai;
9) Terminal Bus;
Kantor Pos;
Pemadam Keba aran;
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;Bea Cukai di peiabuhan dan Bandara;
Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan;
Kantor Pajak;
Lembaga/Badan vans bertanggungjawab untuk manajemen bencanadan Peringatan dini, tiartu:
1)BMKG;
2)BASARNAS;
3)BPBD.
unit, 

{,a:lg bertanggunglawab untuk mengoperasikan dan memeiiharapembibitan, menyiram tanaman, patroli ian pergerakan transportasiyang diperlukan, antara lain:
1) Balai pembibitan tanaman pangan dan Hortikult ra;
2) Balai pembibitan ikan;
3) Dinas Pertamanan dan Tata Kot ;
4) Dinas Perhubunsan.

YilITq l"ttanggungjawab untuk pengetotaan panti asuhan/panti
Jompo/panti sosiai lainnya, yaitu:
1) Dinas Sosial;
2) Yayasan bergerak dibidane sosial.
Perusahaan Komersil dan SrJasta
1) Yang diperbolehkan melakukan kegiatan yaitu:

a) Toko-toko yang berhubungan dengan balan dan barang pengan
atau kebutuhan pokok serta barang penting, seperti:- Food court dan supermarket y..rg .a" di-dalam Mall.- Toko Sembako.
- Toko Harian/ Kelontong.
- Toko Alat Listrik.
- Toko Besi dan Bangunan.
- Toko Pupuk.
- Pasar, Toko Buah dan Sayu.an.
- Toko Perhir san.

b) Kantor Asuransi, penyelenggara keuangan, ATM termasuk
vendor pengisian ATM, vendor IT untuk operasi dan call center
perbankan dan operasi ATM.

c) Media cetak dan Elektronik.
d) Telekomunikasi, Iayanan lnternet, penyiaran dan layanan IT dan

layanan yang diaktifkan dengan IT, yaitu:
- Provider telepon seluler (Telkomsel, XL, Tri, Smartfren, Indosat

dan sejenisnya).
- TVRI, RRI dan sejenisnya,
- Indihome, Transvision dan seienisnva.

e) Pengiriman semua bahan aan tlrang pangan atau barang pokok,
serta barang penting termasuk makanan, obat_obatan, peralatan
medis.

0 SPBU, SPPBtr, Pertamini, SpB Mini, Agen LpG.

n.

p.

o.
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q.

r.

C, La{3lan Ekspedisi Barang, yaitu:- JNE,
- TIKI.
- Indah Cargo.
- Dan Sejenisnya.

h) O, jek 
.Online dengan batasan hanya untuk mengangkut barangdan tidak untuk penumpang, yaitu:- Gojek.

- Grab.
- Maxim.
- Rijek.

i) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin/cold storage,yaitu:
_ KFC.
- PT. Diamond Cold Storase.
- Dan Sejenisnya.

j) Layanan Keamanan pribadi yaitu perusahaan 
Jasa keamanan.2)Yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan, yaitu:

a) Toko-toko yang tidak berhubungan deig.r, bahan dan barangpangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yaitu:- Toko Jam
- Toko Kaca/ aluminium
- Toko alat olahraga lpancing- Toko kacarnata
- Toko variasi mobil/motor
- Toko mainan anak
- Toko buku, alat tulis dan fotocoov
- Toko barang bekas
- Toko barang pecah belah
- Salon/pangkas Rambut
- Butik/Fashion
- Rental Computer dan Rental pS
- Kursus Mengemudi
- Penjual Boneka dan Bunga di pinggir jalan

b) Pengiriman semua bahan dan barang yang bukan pangan atau
barang pokok serta barang penting, yaitu:
- Barang dan pakaian bekas
- Besi bekas dan kaca
- Kardus

Perusahaan perkebunan kelapa, kelapa sawit, karet, sagu dan buah_
buahan.
Perusahaan industri dan kegiatan produksi, meliputi:
1) Produksi minyak dan gas bumi dan kegiatan yang terkait dengan

operasi penambangan.
2) Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura.
3) Unit produksi barang pertanian, perkebunan, kehutanan, serta

produksi UMKM.
Perusahaan logistik dan transportasi, yaitu:
1)Perusahaan angkutan darat yang mengangkut untuk bahan dan

barang pangan atau barang pokok seria b"ra.rg penting, barang
ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan baharl
penoiong untuk industri dan usaha mikro kecii menengah.

S.
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o

2) Perusahaan pelayaran, penyeberangan dan penerbangan untukangkutan barang, seperti: EkspedGi angkutan dt A; ;;;;;udara.
3) Perusahaan jasa pengurusan transortasi.

t. Kantor Konsulat Malaysia.
Kecuali kantor TNI dan POLRI, seluruh kantor tersebut
beroperasi dengan jumiah karyawan seminimal mungkin
melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID_ 19.

diatas dapat
dengan tetap

GUBERNUR RIA

---SYAMsuA
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LAMPIMN : II
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : AHUN 2O2O
TENTANG : EDOMAN PEMBATASAN

SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN COROIIIA

BENGKALIS DAN KOTA DUMAI

TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM YANG WAJIB DITUTUP SEMENTARA
DAN YANG DIPERBOLEHKAN BEROPERASI

l Tempat atau fasilitas umum yang ditutup sementara kegiatan mayarakat:a. Taman Kota
b. Museum
c. Kolam renang umum/hotel
d. Waterboom/waterpark
e. Fitnes Centre/ Gym
f. Sauna
g. Taman Bermain
h. Perlombaan dan pertandinsan.

2. Tempat atau fasilitas umum ya-ng diperbolehkan beroperasi:a. minimarket, pasar, toko atau tempat
an peralatan medis kebutuhan pangan,

dan energi. 
barang penting' bahan bakar minyak' gas

b. Fasilitas peiayanan Kesehatan:
1) Rumas Sakit
2) Poliklinik
3) Puskesmas
4) Praktek Dokter (umum, spesialis, hewan)
5) Laboratorium (prodia, paramita dan sejenisnya)
6) Palang Merah Indonesia
7) Apotek dan Toko Obat
8) Toko alat kesehatan

c. Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan
dukungan rumah sakit lainnya.

d. Hotel, tempat penginapan (homestay), pondokan dan motei yang
menampung wisatawan dan orang orang yang terdampak akibat
Covid-19, staf medis dan darurat, awak udara dan 1aut.

e. Perusahaan yang digunakan untuk fasilitas karantina.

GUBERNUR RIAU

sYAMsuA
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